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KATA PENGANTAR PENULIS

engan rendah hati, saya mempersembahkan buku ini,

"Perburuan Paus dalam Norma Internasional" sebagai

kontribusi penting terhadap diskusi global mengenai
perburuan paus dan dinamika norma internasional yang
mengaturnya. Karya ini Dbertujuan untuk menjelajahi,
menganalisis, dan membahas bagaimana aktivitas perburuan
paus telah menimbulkan pertanyaan mendalam tentang etika,
keberlanjutan, dan tanggung jawab internasional dalam
beberapa dekade terakhir.

Perjalanan penulisan buku ini dimulai dari keingintahuan
pribadi saya terhadap kompleksitas interaksi antara kepentingan
nasional dan komitmen global terhadap pelestarian lingkungan.
Di tengah berbagai pandangan dan argumen yang terkadang
bertentangan, perburuan paus muncul sebagai topik yang
mampu mempertemukan serta memisahkan komunitas, negara,
dan individu berdasarkan nilai, tradisi, dan pandangan terhadap
konservasi dan keberlanjutan.

Dalam buku ini, kita akan menyelami sejarah perburuan
paus dan bagaimana praktik tersebut telah berkembang seiring
waktu, dipengaruhi oleh teknologi, politik, ekonomi, dan
tentunya, oleh norma-norma internasional yang terus berubah.
Melalui analisis mendalam terhadap peran International
Whaling Commission (IWC) dan bagaimana tekanan dari
negara-negara besar seperti Amerika Serikat telah membentuk
kebijakan dan praktik, buku ini mengajak pembaca untuk
memahami kerumitan isu yang sering kali hanya dipandang dari
satu sisi.

Kita juga akan memperhatikan kritik dan tantangan yang
dihadapi dalam menerapkan serta menegakkan norma
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internasional terkait perburuan paus, terutama ketika
berhadapan dengan klaim kedaulatan nasional dan identitas
budaya. Kasus-kasus spesifik, seperti penolakan Jepang terhadap
moratorium perburuan paus IWC dan upaya Australia untuk
membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional, juga akan
menjadi pembahasan untuk memberikan wawasan tentang
dinamika kekuatan, politik, dan hukum internasional.

Melalui pembahasan ini, saya berharap dapat memberikan
perspektif baru dan memperkaya pemahaman kita tentang
perburuan paus tidak hanya sebagai isu lingkungan atau
ekonomi, tetapi sebagai cerminan dari bagaimana norma
internasional dibentuk, ditantang, dan diperjuangkan. Buku ini
ditujukan untuk para akademisi, pembuat kebijakan, aktivis
lingkungan, dan siapa saja yang tertarik untuk lebih dalam
memahami bagaimana kita, sebagai komunitas global,
menghadapi salah satu isu paling memecah belah dan mendesak
di dunia saat ini.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah mendukung proses penulisan buku ini, termasuk para ahli
yang telah berbagi pengetahuan dan wawasannya, komunitas
yang terdampak langsung oleh perburuan paus, serta Anda,
pembaca, yang kritis dan peduli terhadap masa depan planet ini.

Yogyakarta, 20 Maret 2024

Riswanda Imawan
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DAFTAR SINGKATAN

AS : Amerika Serikat

BWU : Blue Whale Unit

CITES : Convention on Internastional Trade in Endagered
Species of Wild Flora and Fauna

FAO : Food and Agriculture Organization

ICRW : International Convention for the Regulations of
whaling

ICJ : International Court of Justice

ICR : Institute of Cetacean Research

IFAW : International Fund for Animal Welfare

IWC : International Whaling Comission

JARPA : Japanese Antartic Research Program

JARPN : Japanese Research Whaling Program in the North
Pacific

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

NEWREAP-A: New Scientfic Whale Research Program in the
Antartic Ocean

NOAA : National Oceanic and Atmospheric Administration
NGO : Non-govermental Organization

NMP : New Management Procedure

UNCHE : United Nations Conference on the Human
Enviroment

UN : United Nations

RMS : Revised Management Scheme

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

WWEF : World Wide Fund

ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif
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